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ABSTRAK

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman “Surat Tanda Melapor bagi Warga

Negara Asing di Kepolisian Sektor Pontianak Utara”, permasalahan mengenai Mekanisme Pelayanan Surat
Tanda Melapor bagi Warga Negara Asing yang ___ngdl dikepolisian Sektor Pontianak Utara cukup menarik
untuk diteliti, dikarenakan masaah yang adasyaitu pelayqnan surat tanda melapor ini harus ada memiliki 4
(empat) hal yaitu Kemudahan, EfisiepsKeadilan dan Kejelasarnsgm ngga dengan demikian dapat diketahui
dengan jelas dukungan yang dapaf‘ memberikan kepuasan terhadap” ‘pel,apor dalam memberikan Pelayanan
Surat Tanda Melapor bagi*Warga Negara Asing.maka dapat ditarik kesmpglan tentang pelayanan Surat
Tanda Melpor di Kept’)ﬁsan Sektor_Pontianak Utara dapat disimpulkan bebé‘apa hal mengenai Kinerja
Kepolisian Sektof "Pontianak Utara berdasarkan pendekatan proses.Tingkat Klnen].a Kepolisian Sektor
Pontianak l;ta’a dalam melaksanakan fungsi berada dalam taraf berkinerja sedang yang*dimana efisiensi,
kemudahén, kejelasan dan keadilan dalam suatu pelayanan tersebut masih dalam tarafrendah Hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referens bagi ‘pemerintah khusushya dalam
mengidentifikasi budaya organisasi untuk meningkatkan kual,rfas pelayanan pada pelapor dalam pelaporan
Surat Tanda Melapor Warga Negara Asi ng. Selanjutnya sumbangan pemikiran ilmiah-berdasarkan variabel
' Berpatokan“pada data analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif individual dalam, mtegrés
F kontrol,,_toleransi terhadap konfllk pola-pola komunikasi,” toleransi terhadap tindakan beresiko,
. pengarahan, dukungan dari manajemen ‘identitas=dan sistem imbalan terhadap kualitas pelayanan,
. menunjukkan bahwa mengandung arti* bahwa-pengaruh Berpatokan pada data analisis hasil penelitian
! menunjukkan bahwa mengandung untuk dikritisigdalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Surat
| TandaMelapor Warga Negara Asing di Kepolisian Sektor Pontianak Utara ' .
i l
h |

| ]

KataKunC| Surat Tanda Melapor, Warg@bfag&allshg’kemudahan efisien, Keadilan, Kejeiasan {

"l' FﬁBSTIRAd l’
The writing of this thesis is to prowde an understandmg of “the letter of the sign to report
foriforeign citizens in the Northern Pontianak sethr policing”, problems concerning the mechanisms
of tﬁg ministry letter report for foreign citizens that occurred in Northern Pontianak sector policing is
attractive enough for researched,because of the existing problems of the Ministry report thisletter
must I’i§ve had 4 things:: simplicity, efficiency, fairngess and-clarity,so can:thus be known (learly
support that can provide setisfaction to the rapporteur in providing serviee-te-report the licefse plate
for the f()ce|gn citizens. itscan be concluded about the service Melper Certificate in Pol,lce Sector
North Pontignak can conclude a few, things about the; North: Pontianak Police Sector Performance
based approam proses.Tingkat Police Sector Nerth Pontianak performance in cafying out the
functions to be performed in the standard medium in which efficiency, ease, clarity- and justice in a
service is still in a oW tevek results also expected to be useful as,a.refererice for the government,
especialy in identifying the organlzatlorﬁ_ culttreto improve > the quality of care at the reporting
reporting Reporting Certificate of Foreign Nationals. Furthermore, the contribution of scientific
thought BASED variables based on the data analysis results showed that individual initiative in,
integration, control, tolerance for conflict, communication patterns, tolerance for risk measures,
guidance, support of identity management and reward systems to service quality, show that implies
that the effect of the data based on the analysis of the results showed that it contains to be criticized in
order to improve service quality Certificate Reporting Foreign Nationals in the Police Sector North
Pontianak

Keyword : letter report, foreign citizens, ease, efficient, justice, clarity
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi
disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia masih
menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian
dan penyelesaian yang komperhensif, hipotesis seperti
ini secara kualitatif dapat dengan mudah kita lihat
pada ketidak puasan mereka sebagai konsumen
pelayanan dari pelaku yang bertindak penyedia
pelayanan, di mana berbaga tuntutan pelayanan
publik sebagai tanda ketidak puasan mereka sehari-
hari banyak kita lihat. Seperti yang menjadi fokus
penelitian peneliti tentang mekanisme Surat Tanda

keberadaanya Kepolisan Sektro Pontianak Utara
hanya sebatas mengetahui dan mengawasi.

Kepolisian Sektor Pontianak Utara adalah
sebagai Organisasi penyelenggara pelayanan publik
yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara
adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik
yang berada di lingkungan institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana

Melapor Warga Negara Asing yang disingkat dengan__rpdayman_ publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
STM WNA di Kepolisian Sektor Pontianak Utard, adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang

masih terkesan tidak efektif dan tidak e'ﬂsieﬁ.'Karena
harus melalui beberapa tahap dalam mekanisme
pelaporanya. -~

Harus diakuiwbahwa pelayanan yang
diberikan pemerintahsKepada rakyat jterus mengalami
pembaruan, terutama dalam pelayanan Surat Tanda
Melapor Warga Negara Asing. Baik dari dsi
paradigmasaupun forméat pelayanan seiring dengan
meningkatnya tuntutan-masyarakat dan pertbahan di
dalam” pemerintah itu” sendiri. Meskipun démikian,
pembaruan dilihat: dari kedua sisi tersebut belum
memuaskan, .bahkan konsumen pelayanan Warga

yang b‘éker';ahdi dalam organisasi penyelenggara yang
bertugas mel éksagakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan pblik.

Pelayanan ini dibutulkan Standar pelayanan
sebagal fungsi tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan,, dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai keV\'raiiLban dan
janji penyél enggara kepada masyarakat dalamigangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur yang dikuatkan. dengan Maklumat
pelayanan Karena pernyataan tertulis yang beris

Negara Asing dan Warga Negara Indoresia pada—-k@eluruhah rincian kewajiban dan janji yang terdapa}

umumnya masih diposisikan sebagai pihak yang tidak
berdaya «daam kerangka pelayanan, ', karena

mekanisme pelaporan yang harus melalui beberap§,

tahapan, “mulai dari Kantor Imigras Proping
Kalimantan Barat, Poltabes, Kepolisian Daefah

dalam standar pelayanan. F

Sistem informasi pelayanan” publik yané
s‘elanjutnyadisebut Sistem Informasi adalah rangkaian
kegiatan yang meliputi penyimpanan dan.pengelolaan

Kaliantan Barat, Polres Kota Pontianak’ican infommesi serta mekanisme penyampalan informes

Kepolisian Sektor Pontianak Utara, mekanisme

pelaporan ini tidak melalui satu pintu. Preses
pelaporian ini sangat menjenuhkan bagi pelapor.

Untuk mengetahui  kinerja petugas -yang
ber&angklﬁgn dalam memberikan pelayanan dapat kita
ketahui dengan Keadilan mendapatkan, -pelayanan,
yaitu  pe aan  pelayanan .. dengan
membedakan % golongan/statuss- masyarakat  yang
dilayani Kesopanan dan keramahan pelayanan, yéitu
skap dan perilaku petugas dalam  memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dah*menghormati. Kewajaran
biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit
pelayanan Kepastian biaya pelayanan, vyaitu
kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan
biaya yang telah ditetapkan Kepastian Jadua
pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kenyamanan
lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana.
Namun harapan pelayanan tersebut masih lemah,
dikarenakan Kepolisian Sektor Pontianak Utara tidak
mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakanya,
seperti yang telah ditetapkan mekanisme pelaporan,
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tidak™

" daril penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya
| dalamybentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam Ruruf
~ Brale, bahasa gambar, dan atau bahasa lokal ' serta
" disgjikan secara manual ataupun elektronik.j untuk
“mencapai. kepuasan pelayanan diperlukan Mediasi

adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar
para pihak_melalui bantuan, baik oleh Ombudsman
sendiri maupun melalui_mediator yang dibentuk oleh
ombudsman. - F
Ajudikasi “.adalah proses’ penyelesaian
sengketa pelayanan publik antar pihak yang diputus
oleh Ombudsman. Ombudsman” adalah lembaga
negara yang mempunyai “k8wenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik, bak yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh
badan usaha rnilik negara, badan usaha milik daerah,
dan badan hukum milik negara serta badan swasta,
walaupun  perseorangan yang diberi  tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Surat Tanda Melapor Warga Negara Asing,
ini merupakan syarat kewajiban secara administrasi
warga negara Asing yang datang ke wilayah negara
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indonesia untuk melaporkan diri, dengan ini warga

negara asing akan mendapatkan pelayanan yang

prima, sehingga pelayanan dinegara Indonesia yang

diberikan pihak Instansi/Lembaga yang ditunjuk

secara undang-undang dapat dirasakan dengan puas.

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat dan ketentuan

pengagjuan Surat Tanda Melapor (STM) dirincikan

sebagai berikut :

a. Foto copy passport orang asing yang menginap
dirumahnya.

b. Foto copy KTP pelapor.

c. Fotocopy visa

(Sumber : Polsek Pontianak Utara, Tahun 2012).

Pelayanan Surat Tanda Melapor
Kepolisian Sektor Utara ditetapkan s&gawdengan
ketentuan yang berlaku melalui dqsar'"hukum yang
kuat  yaitu  Juklak quom No. Pol :
JUKLAK/09/11/1995 Tentang Pengawasan Kewajiban
Setigp  Orang Yir;g memberikan Kesempatan
Menginap Kepada™ Orang Asing ‘Untuk “Melapor
Kepada Polrig#0U Nomor 9, Tahun 1992 Tentang
Keimigrasian (Pasal 60)sden PP Nomor. 31 Tahun
1994 Pasﬂ 10. .

f:"' Berdasarkan Undang Undang No. 2 tahun
2902 Tentang ‘Kepolisian Negara Repobhk Indonesia

pasel 14 ayat™(1) Point a, disebutkan bahwa tugas......

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,
dajn patroli- terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerl ntah sesuai kebutuhan. Pelayanan surat tanda
melapor merupakan salah satu tugas yang ha{us
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketembanl
keamanan, dan perlindungan kepada warga N'anra
asing Yang berada di wilayah Indonesia.

eI ayanan Surat Tanda Melapor Warga Negara
Asing ‘éi Polsek Pontianak Utara yang menjadi &

penyelenggara adalah Kanit Intelkam, perkembangan
Ilmu pengetahuan, Informasi. dan tekhnalogi. secara

N,
.

perlahan mengalami tuntutan _peningkatan dalam.

mekanisme ‘pelayanan yang dikuatkan dengan
Undang-undang;, mekanisme pelayanan merupakan
salah satu standart, pelayanan, karena apabila sistem
mekanisme pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik
yang di naungi Unaangpundang, maka pelayanan
dapat dirasakan dengan puas, sejaliini=mekanisme
pelayanan di STM WNA di Polsek Pontianak Utara
masih membutuhkan pembenahan. Diantaranya
adalah mekanisme pelayanan. Dapat kita ketahui
dengan 2 hal yaitu :

1. Kelebihan Mekanisme Surat Tanda Melapor

Warga Negara Asing.

a. Warga Negara Asing tidak bersentuhan
langsung dengan mekanisme pelaporan.

b. Warga Negara Asing tidak mendapatkan
sanks hukuman apabila hanya berkaitan
dengan kelengkapan surat sebagai mana yang
telah ditetapkan.
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2.  Kekurangan Mekanisme Surat Tanda Melapor
Warga Negara Asing
a Warga yang memberikan kesempatan
penginapan akan mendapatkan sanks dan
hukuman denda apabila tidak melakukan
pelaporan.
b. Mekanisme pelaporan harus melaui
beberapa tahapan, yaitu ke Kantor Imigrasi,
Mabes Polri, Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat, Kepolisan Resort Kota Pontianak,
Kepolisian Sektor Pontianak Utara.
c. Pelapor tidak akan mendapatkan pelayanan
di Kepolisian Pontianak Utara apabila tidak
mengindahkan poin (b)
d. Pelapor harus mengeluarkan biaya lebih dari
“ketentuan yang telah ditetapkan, dikarenakan
harus™mengeluarkan biaya transportasi dan
waktu yangti-dg'li dapat ditentukan.

Didalam _ memberikan,_ pelayanan  telah
dijelaskan dalam keputusan presiden yang dimaksud
dengan standar pelayanan. (publik) adalah tolok ukur
yang dipergunakan sebagai pedoman penyélenggaraan
pelayanan” dan acuan penilaian kualitas pélayanan
sebagai ‘kewajiban dan janji ‘penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkuahfas
cepat; mudah terjangkau, dan terukur:

= Pelayanan Surat Tanda Melapor bagi WNA'
gdidaerah Pontianak Utara merupakan tuntutan
el ayanan publik yang harus berkualitas dari birokrat
atal dapat dikatakan ingtitusi yang bertindak dalam
elayan Surat Tanda Melapor bagi WNA; meskipln
funll.ltan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan
* karéna secara empiris pelayanan publik yang ter]ad|

T selama ini masih berkesan berbelit-belit, Iambat
W mahal dan melelahkan. Kecendrungan seperti fnilah

nyang kemudian menuai reaks dari Warga Negara
“Asing yang-terkadang mereka merasa enggan untuk
melakukan kewajiban melapor,  j'sehingga
menggunakan jasa pelayanan diluar keteftuan yang
dapat melanggar hukum. Pedahal seharughya birokrat
harus memberikan , pelayanan terbalknya dalam
memberikan - pelayanan baik kepada masyarakat
maupun kepada' Warga Negara Asmg Lebih-lebih
kepada WNA, karena untuk menjaga nama baik dan
harkat martabat Negar g i

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur
sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan Keamanan pelayanan, yaitu
terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk
mendapatkan pelayanan terhadap yang digunakan,
Dengan adanya Pelayanan yang memenuhi standart
Pelayanan guna untuk mengetahui tingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sekaligus sebagai bahan
untuk  menetapkan  kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
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Data Indeks Kepuasan Masyarakat  dapat
dipergunakan sebagai gambaran tingkat kinerja unit
pelayanan bersangkutan.

Permasalahan dalam surat tanda melapor
yang tidak dilakukan oleh orang /badan usaha, terjadi
bukan hanya kurang nya kesadaran masyarakat akan
hukum, namun tidak adanya tindakan tegas dan
pengawasan atas mobilitas orang asing yang datang ke
Kecamatan Pontianak Utara. Pengawasan tidak hanya
berfungss sebagai upaya pencegahan maupun
penindakan terhadap terjadinya segala bentuk
ancaman Yyang dapat merugikan negara dan
masyarakat, melainkan juga berfungs sebagai upaya
untuk memberi dorongan bagi perbajkan dar—
penyempurnaan  sehinga pencampalggw"tUJuan
kebijakan yang diterbitkan menjadis efektif, efisien,
dan ekonomis. Dengan adanxa-pérmasalahan diatas,
maka peneliti tertarik untuk“meneliti perihal tersebut
diatas, dengan judul JE‘élayanan Surat Tanda-Melapor
Warga Negara Asing Kepada. Kepolisan Sektor
Pontianak Uta;-a"’

KAJIAN*TEORI

'Rasy|d (1998: 98) mengatakan Pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan SesUsi  dengaims

peraturan perundang-undangan bagi setiap wargd
négara danspenduduk atas barang, jasa, dan ataw
pelayanan administratif yang d|sed|akan olefy
penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutpya
d|ssbut Penyelenggara adalah setiap

ingifUsit e

dua, yaitu: Pelayanan publik atau pelayanan umum
yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah
semua penyediaan barang atau jasa publik yang
diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah
sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik
swasta.

Kieron Walsh, 1991 (dalam mgjalah Public
Administration) Ada lima karakteristik yang dapat
dipakai untuk  membedakan  ketiga  jenis
penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti
perubahan layanan sesuai dengan
m_Pperubahan yang diminta oleh pengguna.
Ay

dergjat
tuntutan

2. Posis ‘tawar pengguna’klien. Semakin tingg
posisi tawar peagguna’klien, maka akan semakin
tinggi pula peluai‘lgn_p_engguna untuk meminta
pelayanan yang |ebih baike,_

3. Type pasar.| Karakteristik iﬁi':‘m_e_nggambarkan
jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan
hubungannya dengan pengguna/klien. ™

Locus Kontrol. Karakteristik “ini menjdadgan
sigpa yang memegang kontrol atas transaksi

apakah pengguna  ataukah™ _penyelenggara
. pelayanan |
5! Sifaa pelayanan. Hal ini __menunjukkan

. | kepentingan pengguna atau penyelenggara
pelayanan yang lebih dominan. i

Istilah pelayanan dapat dlartlkan sebagal

penyelenggara negara, korporasi, lembaga indepentien " nenyedia apa-apa yang dinikmati oleh masyarakat!dan

yang “dibentuk berdasarkan undang-undang

Atk 5k arene

anya akan menjadi basis penilaian mawarakat

keglatan pelayanan publik, dan badan hukum lain’ terhadap pelayanan yang diberikan petugas dengan
yang dfb.entuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan | |ciri adanya komunikasitif yaitu hubungan yarig baik

publik.

Pelayanan dalam _pengertian Lembaga
Administra‘s'!_iIr Negara (1998). secara umum- .dapat
dikatakan sgbagai kegiatan' yang. mefayani
mengerjakan Sesuatu untuk orang lain. Agar dapat
memberikan pelayanan yang bark; Pemerintah dalam
hal ini berkedu'duyan sebagal pihak™ yang perlu
melakukan pengambilan keputusan yang efektif untuk
menentukan pel aksanaal danvtata.cara pel aksanaan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun
jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
organisas yang menyelenggarakannya, pelayanan
publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi
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dan lancar, informatif yaitu pelayanan yang transparan
dan kenyamanan yaitu mandapat kepuasan.

Berdasarkan.pendapat Gronrog$ ini, maka
dapat diketahui ciri. pokok dari pelayanan adalah
serangkaian aktivitas dari interaksi yang melibatkan
karyawan atau peralatan yang disediakan oleh suatu
instansi/lembaga penyelenggaraan pelayanan dalam
menyel ew kan masaLahyang menerima pelayanan.

Kegiatan pelayanan pada  organisasi
publik/pemerintah keadaanya tidak jauh berbeda,
bahwa kegiatan pelayanan yang terjadi juga akibat
adanya interkasi masyarakat dengan aparat pelayanan
(birokrasi) menggunakan peralatan yang disediakan
oleh instansi, tetapi berkaitan dengan perwujudan dari
sdlah satu fungs aparatur negara sebagai abdi
masyarakat atau abdi negara. Pelayanan publik (public
services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk
mensegjahterakan masyarakat dari  suatu negara
kesgjahteraan (welfare state) sebagaimana yang
dikemukakan oleh Rasyid (1998:139) bahwa:
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’Secara umum paling sedikit ada dua fungsi utama
yang harus dijalankan oleh pemerintah termasuk
pemerintah daerah, yaitu fungsi pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, dan fungs perlindungan 1

kepada masyarakat. Fungsi-fungsi yang disebutkan
ini pada dasarnya merupakan pelayanan kepada
masyarakat ~ untuk  mencapai kesejahteraan.
Pemerintah dibentuk dengan demikian bukanlah
untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani
masyarakat serta menciptakan kondisi  yang
memungkinkan  setiap  anggota
mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi
mencapai kemajuan bersama”

Sehubungan dengan hal di atas, Swggar
(1998:139)  mengemukakan  beberapa.« prmsp

masyarakat 2

Indonesia adalah negatif Siagian (dalam Yuwono
2001 : 179) yakni sebagai berikut :

Apathy (apatis), yaitu acuh tak acuh terhadap
pengguna jasa, para aparat/birokrat sering
memandang masyarakat sebagai pihak yang
membutuhkan maka, merekalah yang harus
mengikuti keinginan birokrasi, akibatnya muncul
orintas birokrat yang minta dilayani bukan
yang melayani masyarakat.
Brush off (menolak berurusan), yaitu berusaha
agar pembutuh jasa tidak berurusan dengannya.
Berbagai hal negatif dapat timbul sebagai akibat
perilaku  birokrasi  seperti ini, misanya
_membiarkan orang yang  membutuhkan
 peayanan harus menunggu lama atau mengulur

Las .
¥

pelayanan yang baik dalam raqgka"'mww udkan waktu 'peoyelman pemberian  pelayanan

pelayanan antaralain: perizinan atal"bahkan menyuruh orang tersebut

_ kembali pada wakiu yang lain, padaha

a  Kemudahan yaitu” Prosedur pelayanan sanget sebeniarnya, pelayanan dapat diberikan pada

mudah di mengertl dengan-tata pelayanan yang waktu itu.

jelas. & 3 Coldness (Dingin), yaitu kuranghy.a keramahan

b. Kejelasan dan benarmyaitu semua persyaratan dalam memberikan pel ayanariy, y, dalam

harus diterangkan_secara jelas kepada setiap kebaryakan kasus dalam memberikan pélayanan
pemohon kepada publik sikap aparat kurang simpatik.'s,

c. #Faslitas pelayanan publik memadal yaitu 4 CGondescension  (memandang  rendah), ydrtu

_,:' masyarakat harus diberikan pelayanan yang baik memperlakukan pembutuh jasa“sebagai orang

pada saat‘menunggu. ‘yang:tidak tahu apa-apa sehingga penyeleﬂalan

d. Terbuka®yaitu semua biaya yang d|keluarkan = " urugan menurut keinginan aparatur. r

§ harusdijelaskan. 5= ' Robotism (bekerja mekanis), - yaitu secara

ey Efesens prosedur vyaitu pengaturan dari | mekanis dan memperlakukan pembutuh jasa

. beberapa persyaratan. I"

f. | Jasa pelayanan yang murah yaitu setiap bi

dengan perilaku dan tutur kata yang sama dan
. monotor.

§ perijinan harus disesuiakan dengan kemampuari 6[ "Role book (ketat pada prosedur), ya|tu ketat pada

Imasyarakat. |
Pelayanan yang adil yaitu pelayanan ;yang
diberikan tidak memandang dan membedﬁkan
status masyarakat.

Pelz ayanan yang ramah yaitu sikap petugas harus

dapatimengundang simpati masyarakat.

i. Pelayanan yang cepat yaitu memberikan
pelayaﬁan
ditentukan.

Dari uraan di atas dapat dikemukakan bahwa
warga kota d|h'arapkan bisa™ menjaga 'ketertiban,
keindahan dan kete"raturan tata ruang kota, sehingga
pembangunan dan pengembangan kota dapat terus
dilaksanakan dan bermanfaat bagi magyarakat-sebagai
mana mestinya. Guna melaksanakan ketertiban kota
sudah barang tentu ada pihak berwenang yang ikut
diddamnya. Menurut Pamudji (1988:77) dalam
bagian lain mengemukakan : “guna ketertiban kota
diperlukan aparat kota”. Jadi jelaslah untuk
melaksanakan ketertiban kota tergantung dari aparat
yang ada di kota yang bersangkutan.

Pelayanan surat tanda melapor merupakan
salah satu bentuk pelayanan publik yang harus
dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat,
selama ini kesan yang diterima terhadap pelayanan
publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintah di
Agus Ma’mur
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dalam kurun_waktu yang sudah-

1

L

" prosedur dan meletakkan peraturan di Jatas

I kepuasan pembutuh jasa.

7 #*Rondaround (pimping/saling Iémpar

i tanggungjawab), yaitu untuk menyelgsaikan
suatu -urusan masyarakat pengguna jasa harus
menghubungi-berbagai pihak yang salifg lempar
tanggung jawab. Implikasinya urusan birokrasi

* “selalu berbelit-belit_dan memakan svaktu yang
lama karena_pekerjaan yang seharusnya bisa
diselesaikan oleh seseorang dalam kenyateannya
melibatkan” beberapa mejas yang tentunya
berakibat mata rantai pen}_/.ge'sajan yang panjang.

.l

_._\".

METODE

Metode penelitian merupakan syarat mutlak
dalam proses penelitian, oleh karena penelitian ini
merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian
dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan
dan menerangkan geaagegaa aam atau gejada
gejala sosia dalam kehidupan manusia, dengan
mempergunakan prosedur kerja yang sistematis,
teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Daam memberikan pelayanan surat tanda
melapor bagi warga negara asing di Kepolisian Sektor
Utara senantiasa mengarah pada terciptanya
pelayanan prima. Pelayanan prima di sini dicirikan
dari kesederhanaan dalam pelayanan, kejelasan dan
kepastian waktu pelayanan dan efisiensi pelayanan
pembuatan STM. Kesederhanaan dalam pelayanan
maksudnya prosedurnya mudah dan tidak berbelit-
belit. Kejelasan dan kepastian waktu pelayanan
maksudnya waktu dalam pembuatan surat tanda
melapor cepat. Efisiensi pelayanan pembuatan STM
maksudnya disini adalah pelayanan yang mudah dan
di layani dengan penuh tanggungjawab oleh petqgaS‘
Dengan terlaksananya pelayanan prima™ “dalam
pembuatan surat tanda melapor difarapkan akan
tercipta kepuasa warga negara.asing dalam mengurus
surat tandamelapor o

Kunjungan' WNA ke*Pontianak “Utara ada
tiga Tujuan, Rerkawinan Silang/Kunjungan Keluarga,
Sembahyang' Kubur, Tenaga Kerja di 3 Perusahaan,
yaitu PT* Pulau Emas PLTD, NSF dan PT Cahaya
Kalbal*

o

'y Pelayanan surat tanda melapor bagi Warga

“Kami senanatiasa memberikan pelayanan
dengan waktu 24 jam, sesuai dengan janji kami dalam
motto, memberikan pelayanan 24 jam, begitupun
dengan Pelayanan Surat Tanda Melapor Warga
Negara Asing, meskipun dihari libur, kami tetap
memberikan pelayanan, apalagi kedatang Warga
Negara Asing ini yang sering adalah diwaktu libur,
sehingga, kami memberika pelayanan yang lebih,
apalagi kunjungan mereka adalah kunjungan
Keluarga, Sembahyang Kubur, beda dengan Warga
Negara Asing yang datang untuk tujuan bekerja,
karena Pelaporanya tetap dihari Aktif, karena
dibawah naungan dan tanggung jawab perusahaan
dan dimana tempat dia (WNA) bekerja.”

"wPelayanan ini diberikan sesuai dengan
jadwal yang“-!mq_ah ditentukan, dalam memberikan
pelayanan kemuda ini petugas memberikanya
dengan.ramah, santun sopan dan bertanggung jawab.
Seperti yang dilakukan oleffasalah anggota Kanit
Intelkam dalam ‘memberikan pelayanan Surat Tanda
Melapor, menjelaskan'syarat dan ketefituanya dengan
sejelas mungkin kepada perusahaan yang'mel aporkan
tenaga kefjanya yang bekerja diwilayah perusahaan
Pontianak Utara, Petugas yang-menangani Selalu
melakukan patroli, demi kenyamanan dan keamanan
pekerja, apabila sudah tiba batas waktu kontrak ataLl

Negara Asing di Kepolisian Sektor Utara'senantiasa===ijin ‘bekefja, maka petugas segera melakukan

rﬁengarah pada terciptanya pelayanan yang baik;
Yiaitu kepedulian dalam memberikan pelayanan yang
tetbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan
kebutuhan_dan mewujudkan kepuasan. Keberhasilan
melaksanakan pelayanan baik tidak terlepas dari
kemampuan seseorang atau kelompok orang ..‘un!ukl

melaksanakan pelayanan secara optimal dengan N B
menggabungkan konsep penampilan, keman]gqan N A

komunikasi dengan perusahaan tersebut untuk
mengingatkan kembali, agar mereka segera

elakukan kewajibanya, yaitu melakukan pelaporan
bagi pekerja yang berasal dari Warga Negara Asing

tersebut. Seperti dala hasil keteranganya dalam
walkancara /
“ kami selalu melakukan patroli Bagi

sikap, tindakan , dan tanggungjawab. Sebagaimania pefUSahaan yang mempekerjakan warga “995“3

telah du-gbarkan oleh peneliti dibawah ini :

1 Kemudahan dalam Pelayanan
Sebelum kita membahas tentang Kemudahan

Pelayanan, 6er|u kita ketahui kembali bahwa yang-

dimaksud d'eggan Kemudahan yaitu prosedur
pelayanan sangat mudah dimengerti “dengan- tata
pelayanan yang jelas. Kemudahan dalam memberikan
Pelayanan Surat Tandé'i\ Melapor Warga Negara Asing
terus ditingkatkan, sepértisyang telah dilaksanakan
oleh petugas kepolisian, sdal =memberikan
penjelasan yang sejelas mungkin agar dapat dengan
mudah dimengerti oleh Pelapor. Sehingga persyaratan
dalam melaporkan diri dapat dipersiapkan dan
dipertanggung jawabkan.

Sampai saat ini belum ada keluhan yang
dapat mengurangi kepercayaan dan kepuasa
masyarakat serta pelapor tentang kemudahan ini,
cukup jelas dan dimengerti. Bahkan pelapor sangat
berterima kasih atas pelayanan yang diberikan pada
waktu libur. Dengan syarat kelengkapan persyaratan
sudah dilengkapi. Seperti hasil wawancara dengan
Kanit Intelkam Polsek Pontianak Utara:
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. asing, karena untuk menjamin keamanan dan
= kenyamanan-mereka yang bekerja dinegara kita, tidak

hanya warga negara asing, begitupun juga dengan
warga negara indonesia, sama-sama dij Jaga negara
aman negara makmur”

Berdasarkan Undang-Undang."No. 2 tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Reépoblik Indonesia
pasal 14 ayat (1) Point a, disehltkan bahwa tugas
pokok Kepolisian Negara.Reptblik Indonesia adalah
melaksanakam=pengdaturan, penjagaan, pengawalan,
dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai kebutuhan. Pelayanan surat tanda
melapor merupakan salah satu tugas yang harus
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketertiban,
keamanan, dan perlindungan kepada warga Negara
asing yang berada di wilayah Indonesia.

Surat Tanda Melapor Warga Negara Asing, ini
merupakan syarat kewagjiban secara administrasi
warga negara Asing yang datang ke wilayah negara
indonesia untuk melaporkan diri, Persyaratan
pelaporan yang sudah ditetapkan persyaratanya,
dengan ini warga negara asing akan mendapatkan

6
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pelayanan yang prima, sehingga pelayanan dinegara

Indonesia yang diberikan pihak Instansi/Lembaga

yang ditunjuk secara undang-undang dapat dirasakan

dengan puas. Untuk lebih jelasnya mengenai syarat

dan ketentuan pengajuan Surat Tanda Melapor (STM)

dirincikan sebagai berikut :

1. Foto copy passport orang asing yang menginap
dirumahnya.

2. Foto copy KTP pelapor.

3. Foto copy visa

(Sumber : Polsek Pontianak Utara, Tahun 2013).

Pelayanan Surat Tanda Melapor di Kepolisian
Sektor Utara ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang

Warga Negara Asing di kepolisian Sektor Pontianak
Utara

2. Efisiensi dalam Pelayanan Pembuatan

Efisensi dalam Pelayanan Pembuatan Surat
Tanda Melapor Merupakan Efesiensi prosedur yaitu
pengaturan dari beberapa persyaratan. Efisiens
organisas Kepolisian Sektor Pontianak Utara dalam
mencapal fungsi pengelolaan Surat Tanda Melapor
Warga Negara Asing berada dalam taraf baik. Dilihat
dari indikator waktu yang digunakan dalam
pelaksanaan pelayanan dalam bidang Surat Tanda

berlaku melalui dasar hukum yang kuat yaitu Jukla?"‘Melapor Dengan syarat pelapor harus menyertakan

Kapolri No. Pol : JUKLAK/OQ/II/lQ?ﬁwFI'entang
Pengawasan Kewagjiban Setlap ~#Orang Yang
memberikan Kesempatan Mengrnap Kepada Orang
Asing Untuk Melapor Kepdda Polri, UU Nomor 9
Tahun 1992 Tentang}t{-e\ migrasian (Pasal"60Q), dan PP
Nomor 31 Tahur} 1994 Pasal 10:

Mengéﬁai pelanggaran, ‘apabila Warga Negara
Asing Melakukan Tindak Pidana, Maka akan
mendapatkan Hukuman yang setimpal, namun apabila
kegdahanya hanya  kurangnya , kelengkapan
Administrasi, “maka akan dideportasiy, dan * yang

surat” pelaporan yanng sudah dilaksanakan sesua
mekanisme Vang telah ditetapkan, yaitu sebelum
melakukan pelaporamdi Kepolisian Sektor Pontianak
Utara harus meIakukan"‘peLaporan terlebih dahulu di
pelapoeran-yang harus melal ui beberapa tahapan, mulai
dari Kantor Imigras Propins “Kalimantan Barat,
Poltabes, Kepolisian Daerah Kallmantan Barat, Polres
Kota Pontianak, dan Kepolisian Sektofs,Pontianak
Utara, sepfertl keterangan Kanit Intelkam hasl dari
wawancara,

" * Kami akan selau memberikan pelayanan
dalani pelaporan, apabila pelapor.-sudah melalui

memberikan faSilitas penginapan akan mendapatkan__mekanlsme- pelaporan yang sudah ditetapkan, yaitu

hukuman. Seperti keterangan hasil dari wawancara
dengan Kanit‘Intelkam :

1 * Kami tidak pernah berhadapan Iangsunj'

def]gan Warga Negara Asing, karena yang melakukan
pelaporan adalah warga yang memberikan fasili

mekanisme pelaporan yang harus melalui beberapa
tahapan mulai dari Kantor Imigrasi Proping
Kalimantan Barat, Poltabes, Kepolisian Daerah
kallmantan Barat, Polres Kota Pontianak, dan
Kepolisian Sektor Pontianak Utara, perlu.ditegaskan

i, bahwa kami tidak dapat” memberikan

pengipapan, jika dia (WNA) bekerja, maka 'y ng pelqyanan langsung, karena kami hanya meneima

melakukan pelaporan adalah Perusahaan tempéi dia|"

surat pemberitahuan, dari atasan lembaga, begljulah

bekerja Kam akan memberikan tindak pwd'ana N meka"msme yang telah ditetapkan™

kepadawarga yang memberikan fasilitas penginapan /=

bagi walkga negara asing apabila tidak.melakukan
pelaporan,_ jika dia sebaggai | pekerja, maka
perusahaahgitulah yang akan mendapatkan pi dana”

ApablFa ditinjau dari keterangan dlatas maka
hukum dalam 'Inembenkan efek jera-masih belum
terlaksana, dalam,hal ini sudah' barang tentu peneliti
sebelumnya mempuinyai alasan, kenapa hanya warga
negara kita yang diberikan sanks apabila tidak
melakukan pelaporan dalam memberikanskesempatan
penginapan bagi Warga Negara Asing, menurut
peneliti, apabila selamanya hukum ini ditegakkan
kepada salah satu pihak, maka negara kita akan
berhadapan dengan rakyatnya sendiri, menurut
peneliti juga, ini merupakan hukum efek jera bagi
warga negara |ndonesia yang memberikan penginapan
tanpa melakukan pelaporan, namun perlu juga ditinjau
dari kronologisnya, Warga kita belum mendapatkan
Informasi, kemana harus melapor, yang mereka
ketahui adalah, melaporkan tamu yang diberiakn
kesempatan menginap baik WNI maupun WNA itu
adalah kepada RT. Inilah yang memberatkan
mekanisme pelaporan Surat Tanda Melapor Bagi
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Kinerja. Kepolisian Sektor Pontianak Utara
dalam menciptakan hubungan kerja antara joimpinan
dengan bawahan berada dalam taraf tipggi, yaitu
mefalui  dukungan, pemberdayaan, parfisipasi dan
tanggung jawab dalam batasan kewenangan yang
dimilikix

Hubungan™ yang terjalin, didasarkan atas
kekuasaan sehingga bawahan hafus tunduk kepada
kewenangan yang _dimididd” “oleh pimpinan untuk
melakukan-perifitah “dan mengambil keputusan serta
memberi sanksi. Faktor yang dapat mendukung dan
menghambat dalam kinerja Kepolisian Sektor
Pontianak Utara dalam memberikan pelayanan Surat
Tanda Melapor Warga Negara Asing sebagai berikut.
a. Faktor pendukung kinerja organisasi adalah

antaralain;

1. Dukungan dan kerjasama dari petugas yang
cukup solid,

2. Hubungan baik vertikal maupun horizontal
berjalan bailk dalam tubuh organisas
sehingga tercipta suasana harmonis,

3. Pembagian kerjayang cukup profesional,



PublikA, Jurnal S1 IImu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http: //jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

4. Dukungan pemerintah Wali Kota Pontianak
yang baik,

5. Partisipas masyarakat yang cukup baik.

b. Kinerjabirokrasi mendapat hambatan utamanya:

1. Tidak ada undang-undang yang menaungi
untuk memberikan pelayanan langsung di
Kepolisian Sektor Pontianak Utara tanpa
harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pola pengembangan petugas saat ini masih
sangat sentralistik.

3. Inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri
masi h rendah.

4, Jangkauan wilayah kerja petugas yang luas

dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan.
keterbukaan biaya yang dikeluarkan telah dijelaskan
dengan cukup transparan.

“Kepastian ~ waktu  pelayanan tidak
membeutuhkan  waktu yang lama, apabila
kelengkapan dokumen sudah disiapkan, hanya

menunggu beberapa jam saja, dengan memberikan
arahan-arahan, sebagaimana mestinya memberikan
pengarahan bagaimana syarat dan ketentuan dalam
memberikan kesempatan menginap bagi warga asing,
dan bagaimana syarat ketentuan keberadaan Warga
Negara Asing selama berada di Pontianak Utara™
Kepastian dalam pelayanan merupakan

dibandingkan dengan jumlah pegawai yang  pelayanan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

dimiliki, sehingga mempersulit pengontrokarn
di wilayah-wilayah terpencil. ="
g

3. Keadilan dalam memberilg,arr‘ﬁélayanan
o

Pelayanan y.aﬁ'cj adil yaitu pelayanan yang
diberikantidak memandang dan”membedakan status
masyarakat, dafam pembuatan Surat Tanda Melapor
bagi Warga' Negara Asing di Kepolisian Sektor
Pontiangk Utara sangat baik, karena: selama
memberikan pelayanan tanpa melihat status, sosial,
dengan syarat . harus melengkapi | persyaratan
kélengkapan dokumen, namun sgjauh ini- Kepolisian

belum pernah berhadapan langsung dengan Warga===sehirigga ,'tetap mempengaruhi

Negara Asing tdalam memberikan pelayanan Surat
Thnda Melapor bagi Warga Negara Asing,” seperti
keterangan yang disampaikan oleh Petugas Kanlt
Intelkam hasil dari wawancara,

h “kami belum pernah berhadapan langsung

deann Warga Negara Asing dalam men‘be,ﬂkarl

Fanpa harus menunggu kembali setelah tiba pada
waktu yang,sudah ditetapkan, dengan kata lain adalah
Tepat Waktu. 'T’ldak menunda-nunda kembali, seperti
keterangan petugas ‘Kanit Intelkam yang memberikan
pelayanan Surat Tanda Melagor bagi Warga Negara
Asing, ,__
5. Kepuasan WargaNegaraAsmg -
Pelayanan Surat Tanda Melapor bagl Warga

Negara As ng di Kepolisian Pontianak Utaraumasuk
dalam katagon baik dan memuaskan, namun tetap
harus terus ditingkatkan, sesuai dengan perkembandap
pembangunan dan kebutuhan yang. terts berkembang,
kepuasan dalam
pelayanan, terutama dalam membefikan pelayanan
Surat Tanda Melapor bagi Warga Negara Asing.
j Pelayanan yang harus ditingkatkan kembali
adalah’ mekanisme pelaporan  yang masih

enjenuhkan bagi pelapor, seperti hasil Wawancara
Earﬂi" dengan warga yang pernah membenkan

pel ayanan Surat Tanda Melapor bagi Warga Negara 1*jpeng| napan bagi warga negara asing,

Asing,, karena yang melakukan pelaporan aqalahl.. | _;:-:

“pelayanan surat tanda melapor bagi warga

Warga) yang memberikan penginapan, untuk yang " negara asing ini masih belum memuaskan, karena
bekerja’.salah satu perwakilan perusahaan yang | 'terlalu menjenuhkan, masih memakan waktu yang

melaporkan”
I\7I'-aka dari keterangan diatas bisa di ketahui
bahwa dari "pihak Kepolisian'sulit untuk membetikan

pelayanan maksima .Karena—warga .asing yang-

melapoer tidak. berhadapan Iangsung dengan pi hak
Kepolisisan.  *

4. Kejelasan dan IZepastian dalam pelayanan
Kegjelasan dan benar yaltu semua a persyaratan
harus diterangkan secara jelas kepada setiap pemohon.
Pelayanan yang diberikan kepada pelapor sudah
sangat jelas dan benar, bahkan telah diberikan
keterangan yang lengkap dengan keterangan tertulis
tentang Undang-undang Keimigrasian. Tidak dapt
diragukan kembali dalam memberikan pelayanan
ditinjau dari kejelasan dalam memberikan pelayanan,
bahkan Pelayanan ditinjau dari indikator biaya yang
dipakai yang tergolong mash rendah dibanding
dengan kebutuhan yang ada. Demikian pula petugas
yang ditugaskan untuk pelaksanaan pelayanan Surat
Tanda Melapor Warga Negara Asing cukup memadai
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" panjang, karena pelaporanya tidak melalui satu pintu,
bukan hanya waktu; tapi. biaya juga ikut megbengkak,
karena ~tambah biaya. transport, selain biaya
pelaporan, apalagi jarak-tempuhnya lumayan jauh™

“Menurut keterangan, maka perlu ditingkatkan
kembali daam’ memberikan pelayanan, dengan
pelayanan pelaporan yang cuk,up dilakukan di satu
tempat, tidak ha[ys..melakukan pelaporan diberbagai
tempat;Karena dilihat dari waktu yang sangat panjang
dapat mengurangi aktifitas kerja, menggurangi
pendapatan dan menambah beban biaya bagi pelapor.
Maka dari inilah peneliti  merekomendasikan
Pemerintah dapat menjamin  kepastian hukum
khusunya bagi Kepolisian Sektor Pontianak Utara
untuk memberikan pelayanan langsung Surat Tanda
Melapor kepada pelapor Warga Negara Asing, tanpa
harus menunggu pelaporan dari lembagal/instansi lain.
Secara umum bagi kepolisian sektor seluruh Negara
Indonesia. Sehingga tujuan dalam memberikan
pelayanan dapat memberika kepuasan bagi pelapor
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Warga Negara Asing umumnya, Khususnya bagi
Warga Negara Asing.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang
telah penulis lakukan dimana telah diuraikan pada
BAB 1V, maka dapat ditarik kesimpulan tentang
pelayanan Surat Tanda Melpor di Kepolisian Sektor
Pontianak Utara dapat disimpulkan beberapa hal
mengenai Kinerja Kepolisian Sektor Pontianak Utara
berdasarkan pendekatan proses. Tingkat Kinerja
Kepolisan  Sektor Pontianak  Utara dalam
melaksanakan fungsi berada dalam taraf berklnerja
sedang yang dimana efisiensi, kemudahan, kejglaean
dan keadilan dalam suatu pelayanan tersebdt masih
dalam taraf rendah.

Pengelolaan organisasi#Bil rokras yang hanya
menekankan pada pe atan prosedur harus
disempurnakan m@afm perubahan visi; mis,
pendekatan, strategi dan kegiatan operasional agar
dapat tercipta kepuasa kerja; kerjasama tim yang
prima, hubtngan Kkerja" berdasarkan - pendekatan
partisipasi dan kelompok-kerja (teamwork) guna dapat
mencapai misi organisasi yang efisiensi, efektn‘ dan
betkeadilan kearah,yang lebih baik

o

P Berdasarkan beberapa kesimpulan ter%but di

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada
Pelayanan Surat Tanda Melapor bagi Warga Negara
Asing maka perlu ditingkatkan inisiatif individual,
integrasi, kontrol, toleransi terhadap konflik, pola-
pola komunikasi, toleransi terhadap tindakan beresiko,
pengarahan, dukungan dari manajemen dan identitas
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